BABV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisa realisasi penerimaan

pajak restoran dengan teknik pembuktian terbalik pada Kota Pariaman, maka hasil

dari analisa dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Hasil analisis pembuktian terbalik terhadap setoran pajak dari 29
pengusaha restoran disimpulkan , tidak, wajar -yaitu sebesar 1. 078.620 /
bulan. Angka ini dibawah peﬁghasilan minimum WP/ bulan yang dikenai
pajak, sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2012 tentang Pajak restoran Kota

Pariaman yaitu sebesar Rp. 6.000.000,-.
Hasil analisis perhitungan potensi dengan perkiraan moderat adalah

sebesar Rp. 13.140.103.733,- pertahun. Jika dibandingkan dengan realisasi
penerimaan pajak restoran tahun 2016 jumlahnya sekitar 7,35 persen dari
potensi yang ada. Hal ini menggambarkan bahwa DPPKA Kota Pariaman
dalam penetapan target penerimaan restoran di Kota Pariaman belum

berlandaskan pada potensi riil yang ada.
Adapun Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

restoran di Kota Pariaman antara lain : 1) kurangnya kesadaran membayar
pajak yang disebabkan oleh persepsi negatif mengenai pajak, tarif pajak
yang terlalu tinggi serta tidak adanya, sanksi tegas atas-ketidakpatuhan 2)
demografi masyarakat Pariaman dimana rasa kekerabatan yang tinggi serta
tingkat perekonomian yang masih rendah 3) kurangnya jumlah sumber
daya manusia yang mengelola pajak. Upaya yang ditempuh DPPKA dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran adalah : 1) sosialisasi pajak
melalui media cetak dan elektronik, melalui penyuluhan, undian berhadiah
2) pendekatan persuasif dan 3) koordinasi lintas SKPD. Hal lain yang
ditemukan di lapangan terkait realisasi penerimaan pajak restoran di Kota
Pariaman adalah penatausahaan pajak yang kurang terlaksana dan adanya

temuan dari BPKP atas kecurangan pajak yang dilakukan oleh 2 orang



pengusaha restoran yang tidak menyetor pajak yang berjumlah puluhan

juta rupiah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran

yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran di

Kota Pariaman

1.

Terkait rendahnya setoran pajak dari pengusaha restoran, Pemerintah Kota
Pariaman sebaiknya melakukan pengawasan terhadap omzet penjualan
pengusaha restoran mfsalriya dengan membeli’ mesin cash register untuk
maing - masing restoran sehingga jumlah omzet penjualan setiap restoran

dapat diketahui secara pasti.

Hendaknya DPPKA Kota Pariaman dalam penetapan target penerimaan

pajak restoran berdasarkan potensi riil yang ada.

Untuk meningkatkan kesadaran pengusaha restoran yang tidak patuh
Pemerintah Kota Pariaman harus secara tegas memberlakukan sanksi atau
melakukan tindakan shock therapy misalnya dengan menempel papan
pengumuman besar didepan restoran yang menyatakan bahwa rumah
makan tersebut tidak membayar pajak, mengumumkan nama — nama
restoran yang tidak membayar pajak pada radio lokal atau menyegel
restoran tersebut!: Selain itﬁ, Pemerintah Kota Pariaman sebaiknya
mempertimbangkan tarif pajak restoran yang dianggap terlalu tinggi oleh
masyarakat. Untuk mengatasi kekurangan SDM yang mengelola pajak
DPPKA harus segera melakukan kordinasi dengan Bagian Kepegawaian
Daerah untuk meminta penambahan staf. Terkait temuan dilapangan atas
kecurangan yang dilakukan pengusaha restoran, DPPKA perlu
meningkatkan lagi koordinasi dengan BPKP dan segera menindaklanjuti
temuan BPKP pada 2 orang pengusaha restoran yang terbukti telah

melakukan kecurangan.
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